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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 

1998. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

   Alif ا

 ba’ B Be ب

 ta' T Te ت

 sa' Ś s (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal ẓ zet (dengan titik diatas) ذ

 ra' R Er ر

 Z Z Zet ز

 S S Es س

 Sy Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 T ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘  koma terbalik (diatas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 M M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 ha’ Ha Ha ه

 hamzah ~ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

Contoh : نزل = nazzala 

 bihinna =  بهن  

III. Vokal Pendek 

Fathah (o`_ ) ditulis a, kasrah (o_ ) ditilis I, dan dammah (o _ ) ditulis u. 

IV. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, 

masing-masing dengan tanda penghubung (~ ) diatasnya.  

Contoh :  

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا  ditulisfala. 

 2. Kasrah + ya’ mati ditulis I seperti :تفصيل, ditulis tafsil. 

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulisusul. 

V. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai الزهيلي ditulis az-Zuhaili 

2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis ad-Daulah 
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VI. Ta’ Marbuthah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang 

sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan 

sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية 

ditulis bidayah al-hidayah. 

VII. Hamzah 

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang 

mengiringinya, seperti أن ditulis anna. 

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) 

seperti شيئ ditulis syai,un. 

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai 

dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis raba’ib. 

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing 

apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis ta’khuzuna. 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis al-Baqarah. 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti denganhuruf syamsiyah 

yang bersangkutan, seperti النساء ditulis an-Nisa’. 

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya,  

seperti :  ذوي الفرود ditulis zawi al-furud atau  أهل السنة ditulis ahlu as-sunnah. 
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ABSTRAK 

 

Musonif, 2024, Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Batang Dalam 

Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Itsbat Nikah Tahun 

2022). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam 

Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Ade 

Dedi Rohayana, M.Ag II. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag 

 

Kata Kunci: penalaran hukum, putusan hakim, isbat nikah 

 

Jumlah permohonan itsbat nikah di PA Batang pada tahun 2022 meningkat cukup 

signifikan dibanding 2 tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi disinyalir akibat adanya 

kemudahan proses itsbat nikah di PA Batang. Di sisi lain,penerapan pola penalaran 

hukum hakim sangat menentukan arah keputusan yang akan dibuatnya, tak 

terkecuali dalam penetapan itsbat nikah.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penalaran hukum 

hakim PA Batang dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah. Penelitian ini 

bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis Pola penalaran 

hukum hakim dalam mengabulkan itsbat nikah..Penelitian ini menggunakan  

pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Pengumpulan data melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data 

dan verifikasi. 

Hasil penelitian adalah bahwa penalaran Hukum Hakim PA Batang dalam 

mengabulkan itsbat nikah jika dilihat dari Aspek ontologisnya, penalaran hukum 

hakim PA Batang mengikuti madzhab Positivisme Hukum dan Utilitarianisme, yakni 

bahwa penalaran hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan 

putusan atau penetapan dalam menyelesaikan perkara perdata agama yang diajukan 

oleh masyarakat pencari keadilan dan juga terhadap penyelesaian perkara 

permohonan itsbat nikah di PA Batang didasarkan pada hukum positif yang ada, dan 

juga doktrin-doktrin paraa ahli hukum. Dari Aspek Epistemologis, Majelis Hakim 

menerapkan pola penalaran hukum ala madzhab Utilitarianisme, dimana pola yang 

digunakan adalah doktrinal-deduktif yang dikuti pola nondoktrinal-Induktif yang 

berjalan secara simultan. Pengambilan dasar hukum positif lebih didahulukan 

dibanding aspek kemanfaatan dari itsbat nikah. Sedangkan dilihat dari Aspek 

Aksilogisnya, penalaran hukum hakim mengikuti dominasi pola penalaran hukum 

ala Utitarinisme. Hal ini dilihat dari kekohan majelis hakim yang lebih 

mempertahankan penggunaan sumber hukum postif yang bertujuan kepastian 

hukum. Kemanfaatan dari hasil putusan hanya dipertimbangkan ketika dasar 

hukumnya telah mencukupi. Saran yang diajukan dalam penelitian ini bahwa dalam 

memutuskan suatu perkara, bagi para hakim di Pengadilan Agama hendaknya 

mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan akibat keputusan tersebut. Bagi 

masyarakat, adanya ketentuan tentang itsbat nikah sejatinya tidak ditujukan untuk 

melegalkan nikah sirri yang terindikasi adanya pelangggaran, namun lebih kepada 

upaya pemerintah memberikan kepastian hokum bagi masyarakat yang 

perkawinannya diragukan keabsahannya. 
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ABSTRACT 

 

Musonif, 2024, Legal Reasoning of Batang Religious Court Judges in GrantingI 

Itsbat of Marriage Applications (Case Study of Itsbat of marriage Determination in 

2022). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate, K.H. 

Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Advisors: I. Prof. Dr. 

H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag II. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 

 

Keywords: legal reasoning, judge's decision, itsbat of marriage  

 

The number of applications for itsbat of marriage at the Batang Religious 

Court in 2022 increased quite significantly compared to the previous 2 years. This 

condition is thought to have occurred due to the ease of the itsbat of marriage 

process at the Batang Religious Court. On the other hand, the application of the 

judge's legal reasoning pattern greatly determines the direction of the decisions he 

will make, including in determining the itsbat of marriage. 

The formulation of the problem in this study is how the legal reasoning of 

the Batang Religious Court judges in granting marriage validation applications. 

This study aims to understand, describe and analyze the judge's legal reasoning 

pattern in granting itsbat of marriage. This study uses an empirical legal approach. 

This type of research is field research. Data collection through: interviews, 

observation and documentation. Data analysis in this study uses data reduction, 

data presentation and verification methods. 

The results of the study concluded that the legal reasoning of the Batang 

Religious Court Judge in granting itsbat of marriage when viewed from the 

ontological aspect, the legal reasoning of the Batang Religious Court Judge follows 

the Legal Positivism and Utilitarianism schools, namely that the legal reasoning 

used by the Judge in making a decision or ruling in resolving civil religious cases 

filed by the justice seeker community and also in resolving the application for itsbat 

of marriage at the Batang Religious Court is based on existing positive law, and also 

the doctrines of legal experts. From the Epistemological Aspect, the Panel of Judges 

applies the legal reasoning pattern of the Utilitarianism school, where the pattern 

used is doctrinal-deductive followed by a non-doctrinal-Inductive pattern that runs 

simultaneously. Taking a positive legal basis is prioritized over the aspect of the 

benefit of itsbat of marriage. Meanwhile, when viewed from the Axiological Aspect, 

the judge's legal reasoning follows the dominance of the Utilitarianism legal 

reasoning pattern. This can be seen from the strength of the panel of judges who are 

more in maintaining the use of positive legal sources aimed at legal certainty. The 

benefits of the decision results are only considered when the legal basis is sufficient. 

The suggestion put forward in this study is that in deciding a case, judges in the 

Religious Court should consider the social impact caused by the decision. For the 

community, the existence of provisions on itsbat of marriage is not actually intended 

to legalize secret marriages that are indicated to have violations, but rather to the 

government's efforts to provide legal certainty for the community whose marriages 

are in doubt. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesadarn hukum akan pentingnya pencatatan nikah merupakan 

factor utama yang mempengaruhi peningkatan jumlah permohonan itsbat 

nikah di Pengadilan Agama (PA) Batang pada tahun 2022 yang mencapai 30 

perkara. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan 

pada tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing hanya 10 perkara. 

Kesimpulan bahwa peningkatan jumlah permohonan itsbat nikah disebabkan 

oleh meningkatnya kesadaran hukum tersebut setidaknya berdasarkan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Ahmad Zubaidi, salah aatu hakim yang 

kerap menangani perkara itsbat nikah di PA Batang. Zubaidi (2023) 

menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan arti pentingnya 

pencatatan nikah secara resmi akan berimbas kepada kemudahan pengurusan 

administrasi kependudukan yang mereka butuhkan dan juga anak-anak 

keturunan mereka, mulai dari pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu 

Keluarga, Akta Kelahiran dan lain-lain.  

Dalam Islam, meskipun sumber-sumber hukum Islam tidak secara 

eksplit menjelaskan tentang hukum pencatatan nikah, namun setidaknya ada 

beberapa dalil yang dapat diambil sebagai dasar hukum pencatatan nikah. 

Pencatatan nikah sendiri merupakan bagian dari amaliyah yang dianjurkan. 

Sebagai salah satu bagian muamalah, pencatatan terhadap suatu akad sangat 
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dianjurkan, tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Sebagaimana diketahui, 

bahwa nikah merupakan salah satu jenis akad yang disyariatkan dalam Islam. 

Akad nikah sebagai suatu perjanjian Agung (mitsaqan ghalidhan) jelas tidak 

kalah penting dengan transaksi hutang-piutang yang secara tersurat telah 

perintahkan Allah melalui firmannya dalam QS. Al-Baqarah ayat 282: 

ٰٓايَُّهاَ انَّرِيْهَ  ى فاَكْتثُىُْهُ  ي  سَمًّّ ى اجََمٍ مُّ
ٰٓ ا اذَِا تدََاينَْتمُْ تدَِيْهٍ انِ  مَنىُْٰٓ وَنْيكَْتةُْ تَّيْنكَُمْ كَاتةِ ٌۢ  ا 

ُ فهَْيكَْتةُْ    الأية . …تاِنْعَدْلِِۖ وَلََ يأَبَْ كَاتةِ  انَْ يَّكْتةَُ كَمَا عَهَّمَوُ اّللّ 

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan... (QS. Al-

Baqarah: 282) 

 

Disamping itu, dalam suatu Hadits, Rasulullah SAW juga 

mengisyaratkan tentang pentingnya mengumumkan akad nikah. Rasulullah 

SAW bersabda : 

أن اننثي صهى اللّ عهيو وسهم  عه عامر ته عثد اللّ ته انزتير، عه أتيو،

 "أعْهنِىُا اننِّكاح" :قال

“Dari 'Āmir bin Abdillah bin az-Zubair, dari bapaknya, bahwa Nabi SAW 

bersabda, "Umumkanlah pernikahan!"  [Hadis hasan] - [Diriwayatkan oleh 

Ahmad] 

Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengumumkan dan 

menyiarkan pernikahan serta menyebarkan beritanya di antara manusia untuk 

menampakkan kegembiraan dan membedakannya dari pernikahan sirri 
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(sembunyi-sembunyi). Dengan kata lain Islam tidak menghendaki para 

pemeluknya untuk melakukan nikah sirri. Pada masa kini, pengumuman 

nikah disamping diwujudkan dengan adanya acara walimah atau resepsi, juga 

harus dibuktikan dengan pencatatan nikah. Dalam hal ini, itsbat nikah 

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan status nikah resmi selain 

melalui jalur penacatatan nikah oleh PPN di KUA Kecamatan. 

Disamping itu, itsbat nikah juga akan mempermudah dan 

memperjelas status seseorang dalam sebuah keluarga, sehingga pada saatnya 

mempermudah juga dalam menentuan dan menetapkan status mereka dalam 

persoalan kewarisan. Dengan kesadaran keniscayaan akan munculnya 

persoalan-persoalan tersebut membuat masyarakat yang menyadari bahwa 

ikatan pasangan suami istri yang tidak memiliki status yang jelas sebagai 

suami istri yang sah akan memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama 

tidak akan terealisir kecuali setelah mereka mencatatkan pernikahan mereka 

ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Sedang untuk 

mencatatkan pernikahan tersebut, oleh karena dahulu mereka sudah pernah 

melaksanakan pernikahan namun hanya pernikahan siri (hanya nikah sesuai 

syariat Islam) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka 

berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, mau tidak mau mereka berusaha mencatatkan pernikahan siri 
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mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah pernikahan siri mereka 

disahkan oleh Pengadilan Agama; (Zubaidi, 2023) 

Namun demikian, dari 30 perkara permohonan itsbat nikah yang 

diajukan ke PA Batang, tidak semuanya dikabulkan. Sebagian permohonan 

ada yang dicabut oleh pemohon atas saran Majelis Hakim yang disampaikan 

pada awal persidangan sebelum pemeriksaan perkara. Kemudian juga 

terdapat 1 (satu) perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima. 

Penjelasan Zubaidi tersebut dengan sendirinya menyangkal asumsi 

di kalangan penghulu bahwa peningkatan jumlah istbat nikah yang begitu 

pesat mengindikasikan adanya factor kemudahan dalam pengurusan itsbat 

nikah di PA Batang. Dari hasil diskusi informal melalui media chat whatsapp 

grup “Pokjahulu Kab.Batang” ada anggapan bahwa Majelis Hakim yang 

menangani perkara itsbat nikah di PA Batang terlalu longgar dalam 

mengabulkan permohonan itsbat nikah. Sebagian berpendapat bahwa 

seharusnya hakim mempertimbangkan dampak negative dengan adanya 

kemudahan proses penetapan itsbat nikah, yakni dapat menyebabkan 

maraknya pernikahan sirri di kalangan masyarakat. 

Asumsi tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Hal ini 

dikaitkan dengan penetapan itsbat nikah Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Btg. yang 

dikeluakan oleh PA Batang. Penetapan tersebut menjadi bahan diskusi di 

kalangan penghulu yang tergabung dalam Kelompok Kerja Penghulu 

(Pokjahulu) Kab. Batang disebabkan dugaan adanya kejanggalan dalam 

proses penetapannya. Menurut pendapat sebagian penghulu majelis Hakim 
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seharusnya menolak permohonan itsbat nikah tersebut sebab Pemohon II 

(calon istri) pada saat dilangsungkan perkawinannya Tanggal 20 November 

2019 masih berusia 18 Tahun. Padahal pada tanggal tersebut telah 

diberlakukan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batas 

usia nikah bagi masing-masing calon pengantin minimal 19 tahun. Untuk 

menjelaskan persoalan tersebut, Zubaidi menjelaskan bahwa; 

“Majelis Hakim dalam penetapan itsbat nikah tersebut tidak terlalu 

mempertimbangkan umur para Pemohon oleh karena ketika para 

Pemohon menikah siri (menikah secara Islam) tanggal 20 November 

2019, umur Pemohon I (calon suami) ketika menikah siri sudah 19 

tahun, dan umur Pemohon II (calon istri) sudah 18 tahun, yang 

menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah 

memenuhi syarat.” 

 

 

Dari aspek aturan perundangan, Euis Nurlaelawati (2013: 261 – 277) 

mengkritisi tentang ketidaktegasan dan kelonggaran Kompilasi Hukum Islam 

dalam menentukan syarat diperbolehkannya mengajukan permohonan itsbat 

Nikah. Menurutnya, pada Pasal 7 ayat 3 point (d) dan (e) memiliki 

pemahaman yang bertabrakan. Pada point (d) dijelaskan bahwa nikah hanya 

dapat diajukan bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Namun pada point 

(e) membatasi perkawinan yang tidak melanggar undang-undang tersebut. 

Dari sini jelas, bahwa untuk menentukan suatu perkawinan melanggar atau 

tidak terhadap ketentuan UUP, maka dapat difahami bahwa perkawinan 

tersebut terjadi pasca berlakunya UUP. Dengan kata lain, bahwa pembatasan 

itsbat nikah yang hanya diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum 

berlakunya UUP bertentangan dengan ketentuan berikutnya yang membatasi 
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perkawinan yang harus sesuai dengan UUP atau dilangsungkan pasca 

berlakunya UUP.  

Putusan pengadilan merupakan cerminan kemampuan seorang hakim 

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Edi Riadi, 2013: 34). 

Hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), maka putusan itu harus 

memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima 

secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, 

masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. (Taqiuddin, 2017: 191).  

Dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau 

peristiwa yang terungkap di pesidangan bukan tentang hukumnya, karena 

ketentuan-ketentuan hukum yang termaktub dalam sebuah peraturan 

perundang-undangan hanyalah sebagai media untuk menentukan hukum dari 

fakta yang terungkap di persidangan tersebut. Oleh karena itu, hakim dituntut 

untuk memiliki kemampuan mendalami nilai hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48/2009 memberikan 

ketentuan  bahwa “Hakim dan. hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa 

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai 

dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat” 

Untuk merumuskan pertimbangan hukum yang efektif dan 

menghasilkan putusan yang baik hakim harus memilki kemampuan dalam 

menggunakan penalaran hukum. Kemampuan menggunakan penalaran 
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hukum juga merupakan keahlian yang harus dimiliki hakim di Pengadilan 

Agama dalam menjatuhkan putusan atau penetapan perkara perdata agama. 

yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan (yustisiabelen). Hal tersebut 

juga berlaku bagi hakim di PA Batang yang memiliki kewenangan dalam 

memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah di wilayah hukum Kabupaten 

Batang.  

Menurut Shidarta (2013: 452) Penalaran hukum adalah kegiatan 

berpikir problematis tersistematisasi (gesystematiseerd probleemdenken) dari 

subjek hukum (manusia) sebagai mahluk individu dan sosial di dalam 

lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum juga dapat dimaknai sebagai 

kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang 

multiaspek (multidimensional dan multifaset). 

Kualitas pemahaman yang tinggi akan penalaran hukum yang 

dimiliki hakim ini, menurut Taqiudin (2017, 191), mempunyai peranan 

pentimg dalam memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) sebagai 

proses membuat putusan yang tepat dan benar. Pada pasal 53 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan “Penetapan dan putusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum 

hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan 

benar”. Adapun pada ayat (1) yang dimaksud adalah bahwa “Dalam 

memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan 

dan putusan yang dibuatnya.” 
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Untuk mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana penalaran 

hukum yang digunakan hakim PA Batang dalam mengabulkan perkara itsbat 

nikah, maka akan diperlukan kajian tentang aspek ontologis, aspek 

epistemologis, dan aspek aksiologis yang mendasari putusan hakim pada 

perkara tersebut. Aspek ontologis terkait dengan segi pemaknaan hakikat 

hukum. Aspek ontologis menyoroti pemaknaan hakikat hukum, sementara 

aspek epistemologis lebih terkait kepada persoalan-persoalan metodologis. Di 

sisi lain, aspek aksiologis mengacu pada tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam 

penalaran hukum itu. Semua aspek kunci ini pada akhirnya akan meletakkan 

pola dasar pada model-model penalaran hukum. (Shidarta, 2013: 133) 

Dari beberapa uraian di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji 

tentang penalaran hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama (PA) 

Batang dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah. Pemilihan latar 

penelitian di PA Batang bukan merupakan hal kebetulan. Selain adanya 

persoalan “kejanggalan” dalam penetapan itsbat nikah sebagaimana telah 

dijabarkan di atas, kajian tentang penalaran hukum berkaitan dengan itsbat 

nikah belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. (Hanson, 2010: 5-8) dalam 

buku Legal Method, Skills, and Reasoning, menyatakan bahwa studi hukum 

secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi 

hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini 

berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi 

asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau 

ketentun hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia. 
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Adapun pemilihan sampel data penetapan itsbat nikah tahun 2022, 

dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan jumlah permohonan itsbat nikah 

yang diajukan ke PA Batang.  

Kajian spesifik tentang penalaran hukum hakim dalam pengabulan 

itsbat nikah belum pernah diteliti. Beberapa riset yang mengkaji tentang itsbat 

nikah lebih banyak membahas tentang analisis tentang dasar hukum dan 

tinjauan tentang praktik penetapan itsbat nikah di di sejumlah Pengadilan 

Agama. Penelitian yang mengkaji itsbat nikah antara lain Tesis Musliani 

(2023), Maskuni (2018), Bincar Halomoan Siregar (2022), Mudloaf (2022), 

dan artikel jurnal Abd. Basir dan Suhartati (2022). Sedangkan penelitian ini 

lebih spesifik mengkaji itsbat nikah dari sisi karaktreistik penalran hukum 

yang digunakan hakim dalam pengabulan itsbat nikah. Penelitian ini mejadi 

penting sebagai khazanah sumber pengetahuan bagi penelitian-penelitian lain 

di bidang ilmu hukum. Sebab penelitian ini bukan saja mengulas tentang 

produk penetapan itsbat nikah dari sisi pertimbangan dan dasar hukumnya, 

akan tetapi penelitian ini akan berupaya menjelaskan sisi lain dari suatu 

proses yang dilakukan hakim dalam membuat suatu keputusan itsbat nikah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi 

masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama, Majelis 

Hakim selalu berupaya menerapkan penalaran hukum. 
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2. Berdasarkan penalaran hukum yang diterapkan Majelis Hakim tersebut, 

permohonan itsbat nikah tidak selalu dikabulkan.  

3. Untuk mengetahui pola penalaran hukum hakim dalam perkara itsbat 

nikah dibutuhkan pemahaman tentang aspek ontologis, aspek 

epistemologis dan aspek aksiolohgis dari penetapan tersebut. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan, dengan 

pertimbangan keluasan masalah, kelayakan masalah, dan kekhasan bidang 

kajian dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar 

lebih terfokus kepada rumusan masalah yang ingin dipecahkan. Adapun 

penelitian ini akan dibatasi pada penerapan penalaran hukum hakim 

Pengadilan Agama Batang dalam mengabulkan perkara itsbat nikah tahun 

2022 dilihat dari aspek ontologis, aspek epistemologis dan aspek aksiologis.  

 

1.4 Rumasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu “Bagaimana 

penalaran hukum hakim PA Batang dalam mengabulkan permohonan itsbat 

nikah?” 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan 

menganalisis Penalaran Hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama 

Batang dalam pengabulan permohonanan  itsbat Nikah. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoretis dan praktis.  

1. Kegunaan Teoretis 

Kegunaan teoretis mengandung arti bahwa penelitian 

inibermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembanan 

hukum teoretis), terutama para pengkaji Hukum Keluarga Islam berkaitan 

penalaran hukum hakim dalam perkara pengesahan nikah di Pengadilan 

Agama. Sebagai rujukan ilmiah pada penelitian hukum Islam terkait 

argumentasi yuridis para hakim dalam memutus perkara permohonan 

nikah. 

2. Kegunaan Praktis 

Adapun secara praktis mencakup kemanfaatan dari segi 

perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret  

(pengembanan hukum praktis).  

a. Bagi para akademisi hukum, penelaahan terhadap penalaran hukum 

dapat mendorong dilakukannya reorientasi pengajaran ilmu hukum di 

Indonesia  
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b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga peradilan agama 

menyangkut bagaimana metode penalaran hukum hakim di 

Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan 

perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan kepadanya.  

c. Penelitian ini dapat dijadikan behan evaluasi bagi para hakim di 

pengadilan agama guna meningkatkan kualitas penalraan hukum. 
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BAB  VII 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan urain di atas, penalaran Hukum yang 

dipergunakan oleh Hakim PA Batang dalam mengabulkan itsbat nikah 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari Aspek ontologisnya, penalaran hokum hakim PA Batang 

dalam mengabulkan itsbat nikah mengikuti madzhab Positivisme 

Hukum dan Utilitarianisme, yakni bahwa penalaran Hukum yang 

dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan atau 

penetapan dalam menyelesaikan perkara perdata agama yang 

diajukan oleh masyarakat pencari keadilan (yustisiabelen) dan juga 

terhadap penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah di 

pengadilan agama Batang tidak berbeda dengan yang dipergunakan 

para Hakim pengadilan-pengadilan agama yang lain, semuanya 

didasarkan pada hokum positif yang ada, dan juga doktrin-doktrin 

para Ahli Hukum include pendapat para Ulama Fiqih sepanjang 

pasal-pasalnya dan (maqolah para Ulama dalam kitab fiqihnya) bisa 

diterapkan terhadap perkara berkenaan. 

2. Dari Aspek Epistemologis, Majelis Hakim menerapkan pola 

penalaran hokum ala madzhab Utilitarianisme, dimana pola yang 

digunakan adalah doktrinal-deduktif yang dikuti pola nondoktrinal-

Induktif yang berjalan secara simultan. Pengambilan dasr hokum 
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positif lebih didahulukan dibanding aspek kemanfaatan dari itsbat 

nikah. 

3. Dilihat dari Aspek Aksilogisnya, penalaran hokum hakim mengikuti 

dominasi pola penalaran hokum ala Utitarinisme. Hal ini dilihat dari 

kekohoan majelis hakim yang lebih mempertahankan penggunaan 

sumber hokum postif yang bertujuan kepastian hokum. Kemanfaatna 

dari hasil putusan hanay dipertimbangkan ketika dasar hukumnya 

telah mencukupi.   

 

7.2 Implikasi 

Secara garis besar hasil  penelitian ini memiliki 2 implikasi, yakni 

teoritis dan praktis yaitu : 

1. Secara teoritis dari hasil riset ini diharapkan muncul teori-teori baru 

yang bermanfaat bagi para peneliti di bidang ilmu hokum  dan 

kemudian manjadi pembuka jalan bagi penelitian-penelitian lain 

yang relevan dan saling melengkapi. 

2. Secara praktis, kajian ini dapat dijadikan landasan berfikir bagi para 

praktisi di bidang hokum, terutama para hakim yang menangani 

perkara permohonan itsbat nikah dalam membuat pertimbangan 

hokum. 

7.3 Saran 

1. Dalam memutuskan perkara permohonan itsbat nikah, para hakim di 

Pengadilan Agama hendaknya tidak hanya mengedapankan aspek 
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hokum postif saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek 

sosial atau dampak sosial yang ditimbulkan akibat penetapan 

tersebut.  

2. Bagi masyarakat, bahwa adanya ketentuan tentang itsbat nikah 

sejatinya tidak ditujukan untuk melegalkan nikah sirri yang 

terindikasi adanya pelangggaran terhadap aturan tentang pencatatan 

nikah, namun lebih kepada upaya pemerintah memberikan kepastian 

hokum bagi masyarakat yang perkawinannya diragukan 

keabsahannya. 
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